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Menimbang

Mengingat

. a.

KABUPATEN PANGANDARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

bahwa dalam mewujudkan peningkatan aksebilitas,
keterjangkauan, kualitas pelayanan, dan cakupan pelayanan
dengan mengembangkan fasilitas kesehatan dalam bentuk
Rumah Sakit Umum Daerah telah diatur dan ditetapkan
Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 49 Tahun 2019
tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
Pangandaran;

bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan
kapasitas layanan, perlu adanya penyesuaian terhadap
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud
pada huruf a;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran
Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pembentukan Struktur
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah Pangandaran.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5072);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5363);



4.

10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman
Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 159);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/Menkes/Per/IV/
2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
259);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang
Dewan Pengawas Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 29 Tahun
2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah
Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 29):

Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten
Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah
diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran
Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pangandaran Nomor 10);



Menetapkan

13. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata
Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun
2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir
dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran
Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita
Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 70);

14. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 49 Tahun 2019 tentang
Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun
2019 Nomor 49).

MEMUTUSKAN:

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR
49 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN DAN STRUKTUR
ORGANISASI TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pangandaran
Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pembentukan Struktur Organisasi
dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum
Daerah Pangandaran diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 2 dan angka S5 dalam Pasal 1 dihapus,
sehingga Pasal 1 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom;

3. Bupati adalah Bupati Pangandaran;

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah;

5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten
Pangandaran;

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unsur pelaksana
tugas teknis pada Dinas;



7.

10.

Rumah Sakit Umum Daerah Pangandaran yang selanjutnya
disingkat RSUD adalah tempat pelayanan kesehatan
rujukan yang melayani rawat jalan, rawat inap dan gawat
darurat;

Komite Medis adalah adalah wadah non struktural rumah
sakit yang mempunyai fungsi utama untuk menerapkan tata
kelola klinis (clinical governance), agar staf medis di rumah
sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme
kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan
pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai
Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggungjawab,
dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk
melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam
rangka mendukung kelancaran tugas.

Pemilik Rumah Sakit adalah Pemerintah Kabupaten
Pangandaran.

. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah dan ditambahkan 2 (dua)
ayat baru, sehingga Pasal 5 selengkapnya berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

Pasal 5

Susunan Organisasi RSUD terdiri dari :
a. Direktur
b. Bagian Tata Usaha
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
c. Bidang Pelayanan Medis
1. Seksi Pelayanan Medis;
2. Seksi Peningkatan Mutu Pelayanan Medis.
d. Bidang Keperawatan
1. Seksi Asuhan Keperawatan,;
2. Seksi Etika dan Mutu Keperawatan.
e. Bidang Penunjang Pelayanan
1. Seksi Penunjang Pelayanan Medis;
2. Seksi Penunjang Pelayanan Non Medis.
Komite Medis
Satuan Pemeriksa Internal
Kelompok Jabatan Fungsional
i. Instalasi
Selain Unsur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdapat Dewan Pengawas yang merupakan unit non
struktural dan dibentuk oleh pemilik rumah sakit.

R o



(3) Dalam rangka menunjang tugas pokok, fungsi dan beban
kerja RSUD dapat dibentuk komite, instalasi, unit, dan/atau
satuan kerja lain sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja
RSUD.

(4) Bagan Struktur Organisasi RSUD sebagaimana tercantum
dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2019
diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 29 Juli 2020

BUPATI PANGANDARAN,
Ttd/Cap

H. JEJE WIRADINATA
Diundangkan di Parigi
pada tanggal 29 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,
Ttd/Cap

H. KUSDIANA
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2020 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran

H. Syarif Hidayat, S.H.,M.Si

Pembina IV/a
NIP. 19701002 199901 1 001
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